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KATA PENGANTAR

Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi
terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini
diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan
publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha
memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM
secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD).
Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap
pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan
tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan
data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna
menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS
sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2024 memberikan gambaran mengenai tingkat
kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan IV Tahun 2024 mencakup
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami
berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja
pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk
perbaikan ke depan.

Semarang, Januari 2025
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah

Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM
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1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat
Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam
pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS
memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data
dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik
yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS
menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan
pelayanan satu pintu atau one gate service dalam penyediaan data dan informasi
statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi
Jawa Tengah, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen
dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang
diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST
BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media
daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau
media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta
pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi
mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga
peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui
Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS
Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS Provinsi Jawa Tengah
sebagai uji coba (pilot project). Tahun 2009 — 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat



dan sebelas BPS Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2011 — 2013, SKD dilakukan di BPS
pusat dan 33 BPS Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD
dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data,
pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan

perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2024 adalah mendapatkan persepsi konsumen
tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi
kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi

untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2024 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah
Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi Jawa Tengah adalah Kepala BPS
Provinsi Jawa Tengah, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS
Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja
pendataan SKD 2024 di masing-masing satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia
(SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan
secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas
pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim.
Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas
pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

Gambar 1 menunjukkan alur koordinasi dan intruksi dari BPS Pusat, BPS

Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten/Kota.
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Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2024

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2024 disusun dengan tujuan agar (a)
pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata
cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai

tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan

SKD 2024 dapat berjalan dengan baik.












Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik
Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1
Maret - 31 Desember 2024, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan

adalah 1 Januari 2024 sampai dengan saat pencacahan.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2024 dilaksanakan dengan metode nonprobability sampling, yaitu
teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2024 adalah konsumen
yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah quota sampling, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi
yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau
jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.
Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel
dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima
layanan mulai 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31
Desember 2024). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:
1. Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST
dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam
daftar konsumen;

2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;

3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan

4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker
BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima
layanan secara online dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2024 dengan

mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan online.



2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan
mandiri (self-enumeration) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data
dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok |
dan Blok lll Kolom 1-10 VKD24. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara
(misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka
pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan
cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga
dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden
terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok Il dan Blok Il Kolom 11
VKD24.

Moda pengumpulan data SKD 2024 melalui:

1. Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan
menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2024, penggunaan moda ini
dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang
akan dijelaskan pada Subbab 3.2.

2. Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (hardcopy). Penggunaan
moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau
operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk

konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara online.

2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan
dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa bentuk analisis deskriptif yang
digunakan adalah analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (gap analysis),

Importance and Performance Analysis (IPA), Indeks Kepuasan Konsumen (IKK),



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

a. Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang adalah analisis yang menggunakan tabel untuk
menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan
persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi

silang.
b. Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan atau gap analysis adalah analisis yang digunakan untuk
mengetahui kesenjangan antara harapan (tingkat kepentingan) terhadap
kinerja (tingkat kepuasan) dari pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan, harapan konsumen akan
dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diberikan (delivered) oleh unit
pelayanan. Nilai kesenjangan atau gap diperoleh dari selisih antara tingkat
kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan pada setiap rincian
pelayanan. Nilai kesenjangan dapat bernilai positif atau negatif. Gap positif
diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih besar dari tingkat kepentingan. Jika
nilai gap positif semakin besar, maka konsumen semakin puas. Nilai gap
negatif diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih kecil dibanding tingkat
kepentingan. Jika nilai gap negatif semakin kecil, maka konsumen semakin

tidak puas.
c. Importance and Performance Analysis (IPA)

Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran (quadrant analysis).
Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan
metode ini adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan
prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA
mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor

pelayanan yang sangat memengaruhi kepuasan dan peningkatan pelayanan



(improvement). IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai
bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis
yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Dalam IPA terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Tingkat Kesesuaian
Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa
besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat
kesesuaian adalah hasil perbandingan tingkat kepuasan dan tingkat

kepentingan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

TK = X %x100%

y
dengan:
TK = tingkat kesesuaian,
X  =rata-rata tingkat kepuasan,

y  =rata-rata tingkat kepentingan.

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:
TK>100% : kinerja pelayanan melebihi harapan konsumen,
TK =100% : kinerja pelayanan sesuai harapan konsumen,

TK <100% : kinerja pelayanan belum sesuai harapan konsumen.

2. Diagram cartesius
Diagram cartesius merupakan analisis yang digunakan untuk
menggambarkan hubungan antara tingkat kepentingan (importance) dan
tingkat kepuasan (performance). Pada Gambar 1.1, diagram cartesius
dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang
berpotongan tegak lurus pada titik (X, ¥) dengan X adalah rata-rata tingkat

kepuasan dan ¥y adalah rata-rata tingkat kepentingan.



Y

Tingkat t
kepentingan A B
Tingkatkan Kinerja Pertahankan Kinerja
y
Prioritas Rendah Cenderung Berlebihan
» X

Tingkat kepuasan

Gambar 1.1 Diagram Cartesius Importance and Performance Analysis

Masing-masing kuadran yang terbentuk memiliki makna yang berbeda.

e Kuadran A (high importance and low performance)

Kuadran A terletak di sebelah kiri atas atau kuadran “Tingkatkan Kinerja” yang
berarti bahwa prioritas utama dari suatu atribut pelayanan adalah
peningkatan kinerja (performance improvement). Kuadran ini memuat atribut
pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi faktanya
kinerja atribut pelayanan tersebut belum sesuai dengan harapan para
pengguna layanan. Dengan kata lain, kinerja atribut pelayanan tersebut lebih
rendah dari harapan pengguna layanan terhadap atribut pelayanan tersebut.
Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan
agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan.
Cara yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan adalah perbaikan secara
terus menerus terhadap kinerja, sehingga performance dari atribut pelayanan

yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

e Kuadran B (high importance and high performance)
Kuadran B atau Kuadran “Pertahankan Kinerja” terletak di sebelah kanan atas,
yang memiliki arti bahwa kinerja suatu atribut pelayanan sudah dapat

memenuhi harapan pengguna layanan dan penyedia layanan harus berusaha



mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan
yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut pelayanan
dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan,
sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Kinerja atribut pelayanan yang

termasuk dalam kuadran ini harus dipertahankan.

e Kuadran C (low importance and low performance)

Kuadran C terletak di sebelah kiri bawah atau disebut sebagai Kuadran
“Prioritas Rendah”. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap
kurang penting oleh pengguna layanan dan faktanya kinerja atribut pelayanan
tersebut tidak terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini bukan
menjadi prioritas utama, sehingga dapat dipertimbangkan kembali karena
pengaruhnya terhadap manfaat vyang dirasakan oleh pemangku

kepentingan/pengguna layanan sangat kecil.

e KuadranD

Kuadran “cenderung berlebihan” terletak di sebelah kanan bawah mempunyai
arti kinerja yang berlebihan namun pengguna layanan menganggap kurang
penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting
oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. Kinerja atribut pelayanan
dalam kuadran ini dapat dikurangi agar penyedia layanan dapat melakukan

penghematan sumber daya.

2.4. Cakupan Responden

Responden SKD 2024 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit
PST BPS sejak 1 Januari 2024 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31
Desember 2024). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap
muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui

media telepon, faksimile, dan surat; atau melalui media daring (online) seperti



website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.
Ketentuan responden SKD 2024 dapat dilihat pada Error! Reference source not f

ound..

2.5. Target Responden

Target responden SKD 2024 secara nasional sebanyak 16.930 orang.
Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan
BPS Kabupaten/Kota (Tabel 1). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden

minimum dilakukan dengan formula berikut:

2
moZpd-p)1

6’2 r

dengan:

p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang
belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil
tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35%
dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransitingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No. Wilayah PST Jumlah Target Responden  Target Responden

Unit PST per Unit (orang) (orang)
1. BPSPusat 1 150 150
2. BPSProvinsi 35 70 2.450
3.  BPS Kabupaten/Kota 491 30 14.730
Jumlah Responden 17.330

Kegiatan survei yang menggunakan metode non-probability sampling tidak
mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan
kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa

penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode



sampling non-probability sampling adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013,
dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring
dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al,

2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.6. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2024 meliputi:

e Keterangan Pencacahan

e Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis
kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori
instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan
dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan
untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik
Terpadu (PST).

e Blok Il. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS,
mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan
BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada
konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian
konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.

e Blok Ill. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis,
tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan
tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat
kepuasan konsumen terhadap kualitas data.

e Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi
peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan

data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.



2.7.

Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2024 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2024

Kegiatan Waktu
1. Identifikasi Kebutuhan Data M2 — M4 Jan
2. Perancangan M4 Jan — M2 Feb
3. Implementasi Rancangan M2 — M3 Februari
3.1. Briefing Petugas M4 Februari
4. Pengumpulan Data
4.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Maret — Desember
4.2. Survei Kebutuhan Data [SKD] Maret — Desember
5. Pengolahan Data
M4 Maret — M1 April
. . M4 Juni — M1 Juli
5.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan M4 September — M1 Oktober
M4 Desember — M1 Januari 2025
. M4 Juni — M1 Juli
5.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran M4 Desember — M1 Januari 2025
5.3. Survei Kebutuhan Data [SKD] -Tahunan Oktober - November
6. Analisis Data
M1 April
6.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan M1 Juli
o P ¥ M1 Oktober
M1 Januari 2025
6.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran M1 Juli & M1 Januari 2025
6.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan M3 November — M1 Desember

7. Diseminasi Data

7.1.

Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan

M1 April
M1 Juli




Kegiatan

Waktu

M1 Oktober
M1 Januari 2025

7.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran

M1 Juli & M1 Januari 2025

7.3. Survei Kebutuhan Data [SKD]-Tahunan

M1 Desember

8. Evaluasi

8.1. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Triwulanan

M2 April

M2 Juli

M2 Oktober

M2 Januari 2025

8.2. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Semesteran

M2 Juli & M2 Januari 2025

8.3. Survei Kepuasan Masyarakat [SKM]-Tahunan

M2 — M3 Januari 2025

8.4. Survei Kebutuhan Data [SKD]

M2 — M3 Desember
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3.1 Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden
dilakukan menggunakan kuesioner VKD24 dalam bentuk hardcopy. Wawancara
dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya,
responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang

berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok Il dan Blok 11l Kolom 11.

3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (online) merupakan pencacahan yang dilakukan
terhadap responden melalui aplikasi berbasis website, yaitu Aplikasi SKD2024.
Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner
VKD24 online, yaitu:

1. Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui tautan (/ink)
yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
responden.

2. Online-PST, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui form entri
pada web browser komputer di unit PST.

3. Online-Link, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD24 melalui link yang
terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: website BPS, aplikasi
Allstats BPS, PST Online, Sirusa, e-mail, maupun media layanan lainnya). Contoh:

fitur running text pada website BPS.

21



3.3.

Aplikasi SKD2024

Aplikasi SKD 2024 merupakan aplikasi berbasis website (online) yang dibuat

untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap

pertanyaan dalam kuesioner SKD 2024.
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1.Nama @

2. Email @

3. Nomor Handphone @

4. Jenis Kelamin

5. Pendidikan Tertinggi yan

6. Pekerjaan Utama @

7. Kategori Instansi/Institus

8 Nama Instansi/institusi {

9. Pemantaatan Utama Has

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

0 0 0

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK I. Keterangan Responden

x
Petunjuk Pengisian -
Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2024 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan
kualitas data BPS, serta identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan serta
penyediaan data dan informasi statistik. Secara khusus, SKD 2024 bertujuan untuk -
1. Mengetahui jenis data yang dibutubkan oleh konsumen;
2 Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan BPS;

3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja BFS seluruh Indonesia; N

4. Mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS; dan

5. Mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS.

SKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan semenjak itu telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. SKD 2024 dilakukan di BPS seluruh Indonesia

dan dilaksanakan sepanjang tahun. Semua data yang Bapak/Ibu berikan akan dirshasiakan dan digunakan hany ingan SKD 2024, -

10. Jenis Layanan yang Dig Selanjutnya>>

Pembelian Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik
Akses Produk Statistik Pada Website 8PS
Konsultasi Statistik

Rekomendasi Kegiatan Statistik

11. Sarana yang digunakan untuk memperoleh Layanan BPS @ istik Terpadu (PST)

Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id)
Website BPS (bps.go.id) | Allstats BPS.

Surat / Email
Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatUs, diL.)
Lainnya

1. pengaduan terkai isti Ya () Tidak

Terpadu (PST)? @

Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online
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SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

Blok II. Kepuasan terhadap Layanan Data dan Informasi Statistik BPS

Menunut pendapat Saudara,

Kiik angka yang Saudara pili

saimana tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan Saisdara pada fincian pelayanan beriut?

suaisiala1-10berikut: - Sangat Tidak Panting Tidsk Puas o o 0 o & b fr fir S f Sangat PentingfPuas

Tingkat kepentingan adalah gambaran pelayanan yang seharusnya diberikan BPS sesuai dengan keinginan/harapan konsumen.

Tingkat kepuasan adalah penilaian kinerja yang dirasakan konsumen.

1) Tidak wajib diisijika tidak pernah melakukan pengaduan

L Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non

elektronik.

B oleh konsumen.
B mudah diikuti/di

4 Jang pelayanan yang d .

B dibayar} biaya yang ditetapkan.

& Froduk pel:

7. 5arana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
ittt ki

g yang berkesutuhan khusus, dan agllkasi pelsyanan onine

lok 1 Rincian 11)

5. Data 8PS £
Blok 1 Rincian 12} séalsh

lalui fasilitas utama

Ipetbpagoid)

10. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan anline mampu memberikan informasi yang jelas

11. Keberadaan
ps://pengaduan bps.go.id, e-maif bpshq@bps.go.id)

website

12. mudah d jelas, dan tidak berbelit belit

13. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.

14. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.

16, Tidak ada pungutan liar (pungli] dalam pelayanan

17. Tidak ada prakik percaloan dalam pelayanan.

PsT . lcontoh: Katak saran dan pengaduan,

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

WU W W wWrwirw-

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

WU W rwiry.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

WU WWwwrwirwe

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W W vy

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YTy vr vy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

[ASAERS SR ENSASAS kS kg

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)
WU WWwwrwirwe

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YTy Yy -

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen}

YT r v vy iy iy -

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W Wiy -

Tingkat Kepentingan (harapan kansumen}

YT vy i =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

IASARASESASASASA Sk g4 L

Tingkat Kepentingan (harapan kansumen}

YT Y Yy iy iy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YT Y Yy Yy iy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

IASARASESASA SRS A Sk g4 L

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

YT Y Yy Yy iy vy =

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

W irir -

- [

Gambar 3.

Sangat Penting/Puas

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

W WwIwirw-

Tingkat Kepuasan [penilaian konsurnen)

PARARASEEASASA S A SAS % L]

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

W WwIwirwe

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

Wiy

Tingkat Kepuasan [penilaian konsurnen)

YTy W v v =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASAEAS SR ASASE S %S AL

Tingkat Kepuasan [penilaian konsumen)
W WwIwirwe

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

pAgagadupaRagagndngad

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

v v v v =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

WO Wrwwwwwr-

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASASA SR SRR NSRS S S ALY

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

WO wirire

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASASA SR QAN RS S S ALY

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

T T rvr =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PASAQAS S AR A QA S % S AS% S

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

T T rvr =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

PARAGASRSASA A S S A g% S

Q sos

Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online
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BLOK IIl. Kebutuhan Data

d i serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut dengan mengklik tombol “Tambah Kebutuhan Data®.
‘Tambah Kebutuhan Data
Rincian Data Witayah Data Tahun Data Level Data Periode Data Data Diperoleh Aksi

2 s

Tambah Kebutuhan Data =

1. Rincian Data

2. Wilayah Jenis Data

3. Tahun Jenis Data

sampai dengan

4. Level Data

~—Pilih Salah Satu-— ¥
sty

5. Periode Data —-Filih Salah Satu--—- h

6. Apakah data pada nomor (1) - _pilih Salah Satu v

(5) sudah diperoleh?
sty

Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024
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SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK IV. Catatan

Tuliskan Catatan

Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online
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Home / Dashboard / Dashboard
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B S eSS e e 508 o B |2 (T =20
BANYUMAS 133.33% responden yang 180.00% dari target skala 0-100 skala 0-100

sudah mengisi blok 1
PURBALINGGA 206.67%

Pencapaian target

BANJARNEGARA 146.67%
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Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD Online



26

Data Triwulan 4 SKD2024 (Skala &)

Showing 1-20 of 36 items.

Kode Daerah Nama Daerah
3300 JAWA TENGAH
3301 CILACAP
3302 BANYUMAS
2303 PURBALINGGA
3300 BANJARNEGARA
2305 KEBUMEN
3306 PURWOREJO
3307 WONOSOBO
3308 MAGELANG
3303 BOYOLALI
3310 KLATEN
2311 SUKOHARJO
2212 WONOGIRI
3313 KARANGANYAR
3314 SRAGEN
3315 GROBOGAN
3316 BLORA
2317 REMBANG
3318 PATI
3319 KUDUS

«12»

Copyright © Badan Pusat Statistik.

Gambar 7.
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Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online
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Pengolahan data hasil SKD2024 pada triwulan IV mencakup realisasi hasil
pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS
Provinsi Jawa Tengah Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks

yang disajikan dalam bentuk table dan grafik.

4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan
hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih
variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi
silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil

pengumpulan data.

4.2, Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) merupakan ukuran untuk menilai tingkat
kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan
demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2024 adalah IKK terhadap pelayanan PST
BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel)

yang terdapat dalam Blok Il kuesioner VKD24.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:
1. Menghitung Penimbang
Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan
masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan
seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

i=1yi



w; = penimbang atribut pelayanan ke-i, lelwi =1
Vi = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i
i =1,2,..,12

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK’)
IKK’ diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan

berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK’:
12 — 12
, Zl=1 Wl l
IKK = = Z w, —
212 e lxl
i-1 ¢ =1

dengan X; = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

3. Menghitung IKK
Penghitungan IKK’ menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK’

menggunakan rumus berikut:

IKK'

IKK =
Skala maksimum penilaian

IKK'
X 100 = ——x 100
10

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.



Tabel 1.1  Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Kinerja Unit Pelayanan
(1) (2)
25,00 - 64,99 Tidak baik
65,00 - 76,60 Kurang baik
76,61 - 88,30 Baik
88,31 - 100,0 Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang
diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS.
Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan
berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan

tersebut yang terdapat dalam Blok Il kuesioner VKD24.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan

Survei Kepuasan

Kode Masyarakat [SKM} Kode Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
Kementerian PANRB
ul Kesesuaian Persyaratan R2 Persyaratan pelayanan yang

ditetapkan mudah
dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.

U2 Prosedur Pelayanan R3 Prosedur/alur pelayanan yang
ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

u3 Kecepatan Pelayanan R4 | Jangka waktu penyelesaian
pelayanan yang diterima sesuai
dengan yang ditetapkan.




Atribut Pelayanan

Survei Kepuasan

Kode Masyarakat [SKM} Kode Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
Kementerian PANRB
U4 Kesesuaian/ Kewajaran R5 | Biaya pelayanan yang dibayarkan
Biaya sesuai dengan biaya yang
ditetapkan.

us Kesesuaian Pelayanan R6 Produ.k pelayanan yar.l.g d.i.terima
sesuai dengan yang dijanjikan.

U6 Kompetensi Petugas R10 | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi
pelayanan online mampu
memberikan informasi yang jelas.

u7 Perilaku Petugas R9 | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi

Pelayanan pelayanan online merespon dengan
baik.

u8 Penanganan Pengaduan R12 | Proses penanganan pengaduan PST
mudah diketahui, jelas, dan tidak
berbelit-belit.

[Ditanyakan jika responden pernah
melakukan pengaduan]

U9 Kualitas Sarana dan R7 | Sarana dan prasarana pendukung

Prasarana pelayanan memberikan
kenyamanan.
R11 Keberadaan fasilitas pengaduan PST

mudah diketahui.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada

BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"

masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap




atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan

dengan rumus, sebagai berikut:
Jumlah Bobot 1

Jumlah Atribut e

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

Jumlah Bobot 1
Jumlah Atribut 9

Bobot nilai rata — rata tertimbang = =0,11

Menghitung IKM
Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang

dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan o )
IKM' = , ——x Nilai Penimbang
Total Atribut Pelayanan yang terisi

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke

skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

_ IKM' y
"~ Skala maksimum penilaian

IKM'
IKM 100 = T x 100

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

N KINERJA
NILAI | NILAIINTERVAL | NILAIINTERVAL | ‘o o | UNIT
PERSEPSI (NI) KONVERSI (NIK) o PELAYANAN
v)
1 1,00 - 2,5096 | 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2 2,60 - 3,064 | 65,00 - 76,60 c Kurang
baik
3 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324-4,00 |88,31- 100,00 A Sangat
baik




4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode
KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas
pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan
publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel)
sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok |l
kuesioner VKD24. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona
Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun

2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4,
sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4,

dengan rumus sebagai berikut:

IKM
IPKP = —— X Skala maksimum penilaian = —— X 4
100 100

4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk

memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti
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korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan
perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada
diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada
praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang

ada di Blok Il kuesioner VKD2024.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang
Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan
masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat
kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

Vi
5 _
XY

i=1

w; = x100%

dengan:
w; = penimbang atribut pelayanan ke-i, Z?=1Wi =1

y; = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i
i =1,2,3,45
2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK’)
IPAK’ diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan
berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK’ :

— 5
' z:l'5=1Wl' Xi —
IPAK :5—=ZWL' X
Zi=1wi i=1
dengan:

X; = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.



3. Menghitung IPAK
Penghitungan IPAK’ menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK

merupakan hasil konversi nilai IPAK" menggunakan rumus berikut:

IPAK IPAK'
IPAK = - —— x 100 = x 100
skala maksimum penilaian 10

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi

semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode
KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk
memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti
korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS.
Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada
satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam
memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik
suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK

diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat



kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok Il kuesioner

VKD2024.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1.

Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"
masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap
atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan

dengan rumus, sebagai berikut:
Jumlah Bobot 1

Jumlah Atribut X

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

Jumlah Bobot 1
Jumlah Atribut 5

Bobot nilai rata — rata tertimbang = = 0,20

Menghitung IPAK
Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang
dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku

IPAK' = x Nilai Penimban
Total Atribut Perilaku yang terisi rat ! 9

Penghitungan IPAK’ menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam
kuesioner VKD2024. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas
menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK’ dikonversi ke skala maksimum 4,

dengan rumus sebagai berikut:
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5. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Jawa Tengah memiliki target minimum jumlah responden yang
harus dipenuhi dengan periode data SKD 2024 (Januari-Desember 2024) sebanyak
70 responden. Pelaksanaan SKD2024 pada Triwulan IV (Oktober-Desember 2024)
Tahun 2024, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden
yang mengikuti survei secara kumulatif Triwulan | sampai IV adalah sebanyak 126
responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian
realisasi sebesar 180%. Sedangkan pencapaian pengumpulan SKD2024 triwulan IV

yaitu sebanyak 26 responden.

target (responden)

realisasi (responden)

persentase realisasi
dari target

180

Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan I-IV BPS Provinsi Jawa
Tengah

5.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

5.1.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2024 adalah IKK. Indikator ini
mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST

BPS Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya.
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Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100.
Berdasarkan hasil Triwulan IV SKD 2024, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 95,86. Nilai ini menunjukkan bahwa
kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori Sangat

Baik.

5.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi
Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini
mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST
BPS Provinsi Jawa Tengah. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan
menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan IV SKD2024, nilai IKM
terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 95,60.
Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah

termasuk dalam kategori Sangat Baik.

5.1.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode
KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS

Provinsi Jawa Tengah Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan
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menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan IV SKD2024, nilai IPKP terhadap
pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 3,82. Nilai ini
menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah termasuk

dalam kategori Sangat Baik.

5.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

5.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk
menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada
pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai
IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100.
Berdasarkan hasil Triwulan IV SKD2024, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,15. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100
menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST

BPS Provinsi Jawa Tengah.

5.2.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode
KemenPANRB

SKD2024 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti
korupsi pada pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Nilai IPAK dihitung dari 5
atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan IV
SKD2024, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah sebesar
3,93. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku

anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah.
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Pencapaian pengumpulan SKD2024 pada Juli-Desember 2024 dianalisis lebih
mendalam untuk memperoleh informasi atribut pelayanan yang perlu diperbaiki.
Informasi tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kesenjangan (gap

analysis) dan Importance and Performance Analysis (IPA).

6.1. Analisis Kesenjangan (gap analysis)

Analisis kesenjangan kepuasan konsumen dilakukan berdasarkan tingkat kepuasan
dan tingkat kepentingan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa
Tengah Tingkat kepentingan konsumen diukur untuk mengetahui seberapa besar
harapan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Setiap
konsumen belum tentu memiliki harapan yang sama tinggi atau memiliki tingkat
kepentingan yang sama besar terhadap suatu atribut pelayanan di PST BPS. Selain
itu, seberapa penting suatu atribut pelayanan bagi konsumen dapat memengaruhi
seberapa puas konsumen memberikan penilaian terhadap atribut pelayanan
tersebut.

Analisis Kesenjangan

e Tingkat Kepentingan  e====Tingkat Kepuasan

1
11 2

10 3
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Keterangan :

1 Ketersediaan informasi pelayanan 7 Sarana dan Prasarana pendukung
pada unit layanan tersedia melalui pelayanan memberikan kenyamanan
media elektronik maupun non
elektronik

2 Persyaratan Pelayanan yang 8 Data BPS mudah diakses melalui
ditetapkan mudah fasilitas utama yang digunakan
dipenuhi/disiapkan oleh konsumen

3 Prosedur/alur pelayanan yang 9 Petugas pelayanan atau aplikasi
ditetapkan mudah diikuti/dilakukan pelayanan online merespon dengan

baik

4 Jangka waktu penyelesaian pelayanan 10 Petugas Pelayanan atau aplikasi
yang diterima sesuai dengan yang pelayanan Online mampu memberikan
ditetapkan informasi yang jelas

5 Biaya Pelayanan yang dibayarkan 11 Keberadaan Fasilitas Pengaduan PST
sesuai dengan biaya yang ditetapkan mudah diketahui

6 Produk Pelayanan yang diterima 12 Proses Penanganan Pengaduan PST
sesuai dengan yang dijanjikan mudah diketahui, jelas, dan tidak

berbelit-belit

Gambar 9. Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan
Responden BPS Provinsi Jawa Tengah Periode Juli-Desember 2024

Diagram laba-laba (spider chart) pada Gambar 15 merepresentasikan tingkat
kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah Secara umum, kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa
Tengah cukup memenuhi harapan/ekspektasi konsumen. Hal ini dapat dilihat dari
bentuk lingkaran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang hampir beririsan.
Secara rinci, tingkat kepuasan, tingkat kepentingan, serta gap keduanya pada

setiap atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, terdapat 8 atribut pelayanan yang memiliki nilai gap positif.
Artinya, tingkat kepuasan konsumen lebih besar dibandingkan tingkat kepentingan
terhadap atribut pelayanan tersebut. Nilai gap negatif terdapat pada 2 atribut
pelayanan, artinya, tingkat kepuasan konsumen lebih rendah dibandingkan tingkat
kepentingan terhadap atribut pelayanan tersebut. Terdapat 2 atribut yang tidak
terdapat gap artinya tingkat kepuasan konsumen sama dibandingkan tingkat

kepentingan terhadap atribut pelayanan tersebut.



Tabel 3. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap menurut Atribut
Pelayanan BPS Provinsi Jawa Tengah Periode Juli-Desember 2024

Tingkat Tingkat
No Indikator ingka |ng. a Gap Kuadran
Kepuasan Kepentingan
1 Informasi pelayanan tersedia 9,60 9,58 0,0162 A
2 K han P t
emudahan Persyaratan 9,56 9,42 0.1451 c
Pelayanan
3 Kemudahan Prosedur 9,63 9,58 0,0484 B
4 Kesesualah Jangka Waktu 9,52 9,55 10,0323 c
Penyelesaian
5 Kesesuaian Biaya Pelayanan 9,53 9,45 0,0807 C
6 Kesesuaian Produk Pelayanan
9,61 9,60 0,0161 A
7 Sarana Prasarana 9,65 9,63 0,0162 B
8 Kemudahan Akses Data
. - 9,52 9,45 0,0645 C
melalui Fasilitas Utama
9 Respon Petugas Pelayanan 9,60 9,48 0,1129 C
1 Kejel Inf i Pet
0 ejelasanIn or-maS| etugas 9,53 9,56 10,0322 o
Pelayanan Online
11 K han Fasilit
emudahan Fasilitas 9,66 9,66 ~ B
Pengaduan
12 Kemudahan Proses 10,00 10,00 ~ B

Penanganan pengaduan

6.2. Importance and Performance Analysis (IPA)

Salah satu pendekatan dalam IPA adalah tingkat kesesuaian antara tingkat
kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk
mengetahui seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan
dibandingkan dengan harapan/ ekspektasi konsumen tersebut. Nilai tingkat
kesesuaian yang semakin besar menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah semakin memenuhi harapan/ekspektasi konsumen. Dengan

kata lain, konsumen semakin puas dengan pelayanan tersebut.

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan, penentuan prioritas perbaikan kinerja
atribut pelayanan perlu dilakukan. Penentuan prioritas dalam IPA dilakukan dengan
cara memetakan atribut pelayanan menggunakan diagram cartesius. Diagram

tersebut terdiri atas empat kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat
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kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada

sumbu X. Hasil pemetaan 12 atribut pelayanan disajikan pada Gambar 13.

Kuadran A
Tingkatkan Kinerja

10,10
10,00
9,90
9,80

9,70

gkat Kepentingan

Bn
H
o

9,58 * 60 9,70

9,80 9,90

Kuadran B
Pertahankan Kinerja

10,00 10,10

Tingkat Kepuasan

Kuadran C
Prioritas Rendah

Kuadran D
Cenderung Berlebihan

Gambar 10. Importance and Performance Analysis (IPA) menurut Atribut
Pelayanan BPS Provinsi Jawa Tengah Periode Juli-Desember 2024

Keterangan :

1

S50

Ketersediaan informasi pelayanan
pada unit layanan tersedia melalui
media elektronik maupun non
elektronik

Persyaratan Pelayanan yang
ditetapkan mudah
dipenuhi/disiapkan oleh konsumen
Prosedur/alur pelayanan yang
ditetapkan mudah diikuti/dilakukan

Jangka waktu penyelesaian pelayanan
yang diterima sesuai dengan yang
ditetapkan

Biaya Pelayanan yang dibayarkan
sesuai dengan biaya yang ditetapkan
Produk Pelayanan yang diterima
sesuai dengan yang dijanjikan

10

11

12

Sarana dan Prasarana pendukung
pelayanan memberikan kenyamanan

Data BPS mudah diakses melalui
fasilitas utama yang digunakan

Petugas pelayanan atau aplikasi
pelayanan online merespon dengan
baik

Petugas Pelayanan atau aplikasi
pelayanan Online mampu memberikan
informasi yang jelas

Keberadaan Fasilitas Pengaduan PST
mudah diketahui

Proses Penanganan Pengaduan PST
mudah diketahui, jelas, dan tidak
berbelit-belit



Kuadran A berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan lebih dari
rata-rata, tetapi tingkat kepuasannya kurang dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut
pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan. Hasil
SKD2024 periode Juli-Desember menunjukkan bahwa atribut pelayanan di PST BPS

Provinsi Jawa Tengah yang menjadi prioritas utama perbaikan adalah:

a. Ketersediaan informasi pelayanan pada unit layanan tersedia melalui media
elektronik maupun non elektronik (atribut 1)

b. Produk Pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan (atribut 6)

Kuadran B berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan
kepuasan lebih dari rata-rata. Artinya, atribut pelayanan yang berada pada kuadran
B telah memenuhi harapan/ekspektasi konsumen sehingga kinerja atribut
pelayanan tersebut perlu dipertahankan. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi
Jawa Tengah yang perlu dipertahankan kinerjanya adalah:

a. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan (atribut 3)

b. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan (atribut
7)

c. Keberadaan Fasilitas Pengaduan PST mudah diketahui (atribut 11)

d. Proses Penanganan Pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-
belit (atribut 12).

Kuadran C berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan
kepuasan kurang dari rata-rata. Atribut pelayanan yang berada pada kuadran C
perlu diperbaiki tetapi dengan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan
atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Meskipun harapan/ekspektasi
konsumen masih lebih tinggi dibandingkan kinerjanya, konsumen merasa bahwa
kinerja atribut pelayanan tersebut tidak mengganggu keseluruhan kinerja
pelayanan. Berdasarkan hasil SKD2024, atribut pelayanan yang harus diperbaiki
dengan prioritas rendah pada PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah:

a. Persyaratan Pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh
konsumen (atribut 2).

b. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang
ditetapkan (atribut 4)

c. Biaya Pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan (atribut
5).

d. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan (atribut 8)



e. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik
(atribut 9)

f. Petugas Pelayanan atau aplikasi pelayanan Online mampu memberikan
informasi yang jelas (atribut 10)

Kuadran D berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan kurang dari

rata-rata dan tingkat kepuasan lebih dari rata-rata. Dengan kata lain, atribut

pelayanan pada kuadran D sudah melebihi harapan konsumen. Tidak ada atribut

yang berada pada kuadran D.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA), terlihat beberapa atribut
pelayanan pada kuadran A dan kuadran C merupakan atribut yang perlu diperbaiki.
Oleh karena itu, perlu disusun rencana tindak lanjut perbaikan terhadap atribut
peayanan tersebut. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat
diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala
prioritas perbaikan atribut peayanan menggunakan hasil analisis kesenjangan (gap
analysis). Kerangka rencana tindak lanjut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Jawa Tengah
Periode Juli-Desember 2024

Waktu
Prioritas Atri Penyelesaian P
No rioritas Atribut Program/Kegiatan y i enanggung
Pelayanan T™W1 T™W 2 Jawab
2025 2025
Atribut 1. Menyebarluaskan standar Tim PST BPS
1 | Informasi . . . \
. pelayanan melalui berbagai media Prov Jateng
pelayanan tersedia
Menyebarluaskan produk layanan
yang dihasilkan oleh BPS v Tim PST BPS
Melakukan penyediaan data mikro Prov Jateng
terbaru
Atribut 6
2 | Kesesuaian Produk | Melakukan pembaharuan data di v Tim PST BPS
Pelayanan website dan publikasi Prov Jateng
Melakukan penyediaan data mikro v Tim PST BPS
terbaru Prov Jateng
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7.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2024 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik
Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota
seluruh Indonesia. SKD2024 mengalami perubahan metodologi yaitu periode
pengumpulan data pada 1 Maret - 31 Desember 2024, sedangkan referensi waktu
dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2024 sampai dengan saat
pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
SKD2024 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik
pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan IV Tahun 2024 pada BPS Provinsi
Jawa Tengah menyajikan analisis hasil SKD2024 periode Oktober-Desember 2024
pada PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil
kesimpulan:

a. Pelaksanaan SKD 2024 di PST BPS Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan
berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah
pada triwulan IV adalah 26 responden. Sedangkan secara kumulatif triwulan I-
IV sebanyak 126 responden dari total target minimum responden sebanyak 70
dengan capaian realisasi sebesar 180%.

b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Provinsi Jawa Tengah,
berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)
dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi
Jawa Tengah.

Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah 95,86.
Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah masuk kategori

sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah 98,15.



7.2.

Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk
mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap
pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Nilai IKM terhadap pelayanan PST
BPS Provinsi Jawa Tengah adalah 95,60. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS
Provinsi Jawa Tengah masuk kategori sangat baik.

Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk
program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi

(IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah 3,82.
Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Jawa Tengah masuk kategori
sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Jawa Tengah adalah 3,93.
Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS

BPS Provinsi Jawa Tengah.

Rekomendasi Perbaikan

Perubahan metodologi SKD2024 berdampak pada penyesuaian pada setiap

tahapan kegiatan survei khususnya pada tahap persiapan dan pengumpulan data

Perubahan ini memicu munculnya kendala dan permasalahan yaitu analisis data

tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data

menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.



Selain itu, hasil analisis SKD2024 periode Juli-Desember 2024 memberikan

informasi mendalam terkait atribut pelayanan yang perlu ditindaklanjuti dengan

perbaikan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada PST BPS

Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk peningkatan kualitas

penyelenggaraan SKD2024 dan pelayanan pada PST BPS Provinsi Jawa Tengah

sebagai berikut:

a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat
dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih
diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat
dilaksanakan secara tepat.

c. Atribut pelayanan yang perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan kualitas adalah

Waktu
- . p lesai
No Prioritas Atribut Program/Kegiatan enyelesaian Penanggung
Pelayanan ™ 1 ™ 2 Jawab
2025 2025
Atribut 1. Menyebarluaskan standar Tim PST BPS
1 | Informasi . . . \
. pelayanan melalui berbagai media Prov Jateng
pelayanan tersedia
Menyebarluaskan produk layanan
yang dihasilkan oleh BPS v Tim PST BPS
Melakukan penyediaan data mikro Prov Jateng
terbaru
Atribut 6
2 | Kesesuaian Produk | Melakukan pembaharuan data di v Tim PST BPS
Pelayanan website dan publikasi Prov Jateng
Melakukan penyediaan data mikro v Tim PST BPS
terbaru Prov Jateng




DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among
Five Approaches, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.

Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are
Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods,
Vol. 18, No. 1, 59-82.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. Research Methods for
Business Students — Seventh edition. London: Pearson Education Limited.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.






LAMPIRAN







Lampiran 1. Kuesioner VKD24

FZoT
ays ueSunuaday ynun eduey ueyeundip UEP UBYEISEYENIP UBYE uBjLaQ ngj/jedeg Sued elep enwas "unye} Suefluedas ueyBUESNE|IP UEP EIS3UOPU|
Ynunp@s s4g 1P UBYNYE)IP $Z0Z O3S "Unyel denas unng eJedas UE)EUESYE[P YE[E} N yElUSwas uep gOQ7 unyel eped uexeuesiep ey ewenad gys

‘549 ueuedejad depeysal isdnioy nue 1sdassad eiu inyeladuapy g
uep sdg (Mil) ewein ebaury Jojeyipu) ueledesuad inyelaSuapy v
‘eIsauopu| yninjas 549 elay uenjes Suisew- Suisew eped |54 yun 1p ueuedead ueyieqsad ISEPUBIONA) UBUSGWIN £
sdg Aejad uep ejep lleny depeuy. uawnsuoy uesenday 1exSun inyeladuap g
‘uawnsuoy yajo ueyymngip Sued elep siwal inyeaduay T
njun ueninuaq FZOZ @¥S ‘SNSNYY BIEISS "YIISHEIS ISewlOjul uep elep ueeipaiuad euas ueueked
seyjeny ueieyduiuad ymun 1senjeaa ueyeq iefeqas uey Ip QNS ISEH "USWNSUOY BIEP UBYNING3Y ISEYYRUIPI BU3S ‘S4g EIEP SBYIENY uEp
hejad seyjeny { 1sdasiad ueyjedepuaw ynjun ueninuaq Sued 12auns ueyedniaw $Z0Z UNYe) (dXS) BIBQ UBYMINGaY 1I3ANG

WIS UTUEATIRG I NS UEWOPSY BUtiue £TOT UPKEL FT 0N BNV ISIUDKY UEIMESR E

vZ0Z NNHYL T e s e i o
. VIVa NVHNLNSIN 13AYNS e

72

YISVHYY

63



- B P
- wpsEmg
L - awina N
o - ueNpIpUd g uedipEuRd elequan
€ - [FUOER LI BB
¥ - LT WYL R TTTEF ]
Elasd) - e e T LML
_H_ E= ¥EpLL IS URURARERS URNpORu _H_ T- YU a4 R LET] | RSy woqoan] mIns Yoes Gid
T- L [ L Sl s d r_}uq{ it T- weian ﬂ-Euu_ s 1suRis RN [
- I LT 4] i- | e gL
BT - P ST WSS TYEIRYA ) 18y FR Y - SRS
B- JIDUF-Fj g c- EISDMS RMEEay
r- SdB SIISIY / S4B AUSGEM UG NADS S0P WS YT Y08 *- OWNE/NrNE mweiay
_H_H_ T- |Prof-sdq st auywe npedia ] JRHINS UREAREd S LEURAR| Yo s E - A INL N
T- Funsiue) Fumyep [154) npedia ) JRAINs unmiREd © yun weyeunip Buel pumes 1T T- wsoaiRuad wogEnol PIOS YNET G
_H_ T- BASIEEYTIA IR C pwewn LEe(EYad O
zE - SIS LEIRSTY BEpUSLCYIY
BT - JIFEARLS [EEYnEuoy - 31
g- S4B s, TP yrsness snpoud sasy *- =
w- ARNIES SIH YRADIN Riad SOl SE0 ueRgqWwad £ - 1S{v0 woqomol FIoT Yoo gk
_H_H_ z- SdE I URqWad ungomel NA0s NOP W wd Yo _H_ I- /010 e
T- [T S T wEyeUni P Bunk uURAR) SU3F OC T- wfREpsYITss o BuRk EEURE) URyipipUAd ©
A2u01520Y GO 1005 PF FEE LORUDS T APoUad Oped NIRIIW 1L AU M) unniuni 20-unnden g
I- uendusiay
_H_ I- e UpLITRY S
c- e LT ]
L CLFRTER ] [eans uprpaday yrun,
E- [Fsiawoy ungqoms NI0s HEES Ykd _ _ » SUDYdpUDY KAUaK E
Z- USRS URURAR| S25qR nagRuep ueBunfumy
- YR ST s e, R PR UL &
_ _ yow-3 ¢
IRURISU| BTN B _ _ RweN 1
uapuodsay ueluesagay *| yoig
N7 SOLEAOY POLONM 2p0N [T I ESSuRL
ESjUILa Yeread
LLT ] ELT T commomomnen | ——— o ——

(sobnyad yayo rsupl ueyeleauag ueBuesagay

L wom ] h._.-_w

Lanjutan Lampiran 1

WENG MPIRATIA VA7) ADHS SNREESd TUNILSE CIOE ST P TN GRS U LRI S

¥Z0Z NNHWVL
V1Va NYHNLNE3IN IIAHNS

64



Lanjutan Lampiran 1

[ EEEEEEFEER | [ FEEEEELEER e —
[ EEEEEEFERR | [ FEEREEGIEER T T —
[ EEEEEEEEED | O EEEEEEEEER R ———
[ EEEEEEREED | [0 EEEEEEEEED weueherad eBeunsaynpsond e 1 ueueherad e v 5
[ EEEEEEFERD | [ EEEEEELEER P ——
[ EEGLEEEFEED | [ FEEEEEFEET s eore vorpomens sy Yoot topostss o oeponony |7
[ EEEEFEFEER] | [T Bl e r e e r] | O o o eres weoms oq wenpebucd cemers vespmimn
_H_H_ []e e e o] | _H_H_ [ ]e]e]e]c e ee]t] | semldueh s veyuaquew ndwew sujuo ueueieiad iseyde neyejuep ueuekead seBmag |07
[ EEEEEEFERR | [ FEEREEGEER e —
[0 FEEEEEFEED | [0 FEEEEEFEER e seppunp B euen vt e e P58 0 | §
_H_u []s[e[e o= ]2 ] _H_H_ [l =]e]e e [ [ 2] 1] “ueuEwEiURy ueyLRqwaw ueuekead Bunynpuad euesesesd uep eueses | ¢
[ EEEEEEEEED | [0 EEEEEEEEED T ———
_H_H_ B[ [o]=] [ _HD Eleel<]e = v [ [=]] ‘ueydeyayp Buek eheiq ueBuap iensas ueyekeqp Buek veuekered eleg | g
DU s [o]=] [ _HD Ele = e [E =] Sueh ueluap ienses ewwspp Buek ueueAead ueesaphuad npem exduer | ¢
_H_H_ [prfs[e]efo=Ts e]z] _H_H_ [prs[sTefeeTeTe]z]"] “uEymyEpp P yepnw ueydeayp Buek uevehejad nje/inpasaig | ¢
_H_H_ [r]s]e[e o =]r ]2 ] _H_H_ [l [=]e]e]e e [ 2] 1] “uswnsuey Yo ueydempiynuadip yepnuw veydeyapp Sued ueuedejad uesiskeiag | 7
[ EEFEEECEET | [T FEEEEEFTET | o e o cpouw s epesen s seveler s speduesebend ooy |
day vexfuy ueBunuaday eyl ueuehejag |sipuoy oN

sond/Pupuad joluos

S0 YOPN | DuTjUAT YOPY JoDUDS

_Od_m_m_h_u n_w_m

Imyuag Eeys 1ensas yid esepnes Bued exBue ueyBun

Amjuaq ueuehejad depeyss) erepnieg uesenday 1eyBun vep ueuedejad ueBupuaday 1eyBun eveuneleq "eiepnes jedepuad wrunuagy

Sdf NNSREIS [SEWLOu] uep eleq ueueke|ad depeysal uesenday || ¥oig

65



WU B LRURML P wRunyRy e E

uerEEus B RIS L [ETL T Ppsapul BRI ISunDLd T
" LGSy BAuWE] 0T wpumng ¢ UDUNYEL b URSNYE Yngndas T [ USR] RAULRT ¢ URYRINEN/RS30 T o fuTiedngRy RuoisEN T
|5} wopey ap apousd apow () usopoy mep (283 Jpoy |

HH|HBBHEBH BB

[i44] {o1] =] ] 1] =] ic] 3] ] [F4] ITh
z- WPLL " -
T- 4| “|= Egam P Egey| . — :
. FELEE Uit AT ST S ST -y w390 I5RnaeL SRS R E_.Mnﬂﬂm
snd LY UBUNIUEGUIAE EEREAS D53 420 YEAAOPU] DY - (. RSN RS- yajosdp wnEg Y P L FARNOTY ST -
juguag e [ ——— D30 A0 ST 0900 - 7. ami eeae-  yEasepyepL| 2190 | F180 | =B 00 DB DS FEADA] SFE U -|
HEEEE é-!_-.u_ﬂ..un Ble(] ESUY LU0 JQUADS STANGL - T ISfIqnd| - 1EnsSS §EpT L apoyad| Ea= unye] “p
Hnqun uEysUNIp Jaquing T L " A yehe|m elEsag
Ele(] SEUENY 1 B3R quyedy unye| E1E(] SAqUING [npn| E1B(] J2guIng s1uap fyaqouadip ey wioyy usis (s EJEP UEDIY
depeyia ¥ maj yepns (5}
uesenday 1exury . :nq_wh_.zu_”ﬂ_nu.ﬂ: ElE(] F2quing - [z) woyoy eped ueiseynsuoyig/uesyningyg Sued exeg
Iz neae T 2payi3q [9) Wooy ) YHouIdp Yepns sep el s EIE ey oW

ngasia) ejep Susew-Suisew depeysa) vesenday yeyiun epas s4g veluap ueiseynsuoyip/iep vegyningip Bued eyep-eyep (euaBusw 1SEWIOHW UEYSHN]

(97 "8 *¥ 'L *T @Poy Mies ye|es jsuaq ] uepury | 3o1g) yrspes ueleBay sepuawoyas ujeas ueyeundip Suek ueuede) syual el 1sug
ElRg UEYMRGAY "1l ¥OIE

Lanjutan Lampiran 1

66



Sdd Us|0 UENEIpasip Buek §ijsIjels ISELLOUI/EjEp UEUEAE| UEp ynpoud depeLIa) UEIES UED Yy UENSHN |

ueiele) ‘Al yojg













